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L.alu lintas clan angkutan ialan memiliki per.man yang sangat pentlng clan 
strateg1s sehingga penyelenggarannya dikuasai oleh negara, clan pembinaannya 
dilakukan oleh Pemenntah dengan tu)uan untuk mewujudkan lalu hntas dan 
angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan 
efis1en, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok 
wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai 
pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan naslonal dengan biaya yang 
terjangkau oleh daya beli masyarakat 5alah satu lembaga yang sangat 
berkepentingan dengan d1s1plln lalu lintas 1rn adalah Dlnas Perhubungan. 

Jadi maksud penehtian ml adalah tentang keberadaan Dmas Perhubungan 
Kabupaten Deli Serdang sebagai suatu lembaga yang berwenang melakukan 
penindakan d1s1phn ber1alu hntas d1hubungkan dengan fungs1-fungS1 hukum 
administrasi negara. 

Dengan adanya uraian tersebut adapun yang men1ad1 alasan penulis 
untuk memilih judul sknpsi tersebut d1 atas adalah sebagai benkut : 
1. Penulis merasa tertarik karena sesual dengan tugas yang d1bebankan 

pemerintah kepada penuhs sehlngga penulis lngin memperdalam llmu 
pengetahuan melalul pembahasan skripsi ini. 

2. Penulls tertarik karena berbagal kasus mengenal penegakan disiphn berlalu 
lintas kebanyakan dltlnjau dari hukum pidana seh1ngga amattah menarik 
untuk dibahas dari Hukum Administrasl Negara. 

Adapun permasalahan pokok di dalam Sknpsi ini adalah sebaga1 berikut : � 
Sejauhmana tindakan yang diambil oleh Dinas Perhubungan ]1ka angkutan mobil 
barang memuat meleb1hi muatan yang dibenarkan �. 

Setelah dilakukan penehtian maka dapat diketahu1 : 
1. Keberadaan dan kehad1ran D1nas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang aclalah 

merupakan suatu upaya Pemerintah Pusat, melalUI daerah untuk melaksanakan 
tugas-tugas pengawasan pernakaian jalan raya dan mobil angkutan yang melintas 
di atasnya dengan sistem desentralisasi dimana pembentukannya d1serahkan 
kepada Kepaia Daerah Tlngkat I Sumatera Utara, dan selanjutnya diserahkan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



kepada Kepala Daerah Tlngkat D Kabupaten Deh Serdang agar tercapa1 dan 
terdptanya suatu hasil guna dan daya guna yang opbmal dalam bldang pekerjaan 
pengawasan atas pemakalan jalan raya serta mobli angkutan yang melintas di 
atasnya 1tu sendiri sehingga dengan demikian jalan raya d1maksud akan dapat 
dipergunakan oleh pengguna jalan raya secara maksimal. 

2. Dalam melaksanakan tugas·tugas tersebut, khususnya tentang penertiban 
terhadap pemaka1 ,Jalan bagt mob1I angkutan, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli 
Serdang lnl memfungslkan jembatan timbang sebagal suatu sarana atau alat 
dalam menialankan tugasnya. Fungs1 jembatan timbang dalam hal ini adalah 
untuk mengetahu1 apakah barang yang di bawa oleh mobll angkutan bdak 
melewati toleransi yang d1berikan. 

3. Pelaksanaan pengawasan jalan raya serta berlalu lintas menjadi penting dalam 
hubungannya dengan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Deli 
Serdang terhadap pemaka1an )alan raya, bask itu dengan mehhat ketahanan 
sebuah ruas .ialan dan iuga angka kecalakaan yang ter.iadl d1 atasnya. Ketahanan 
atas sebuah )alan raya dapat dlperhatikan apabila kadar berat yang mehntas di 
atasnya merupakan ukuran berat yang diperbolehkan, tetap1 apab1la ukuran berat 
yang melintas di atasnya meleb1hi kemampuannya maka jalan raya tersebut akan 
cepat rusak. Sedangkan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan raya 
tersebut memakan b1aya yang tidak sedik.it sehingga harus ditentukan d1 dalam 
suatu Anggaran Perbelan1aan suatu daerah. 
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